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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
xi 
 
أ...و 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh 
huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital 
adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 
tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan 
kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa 
dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
xiv 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل هللا نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-
ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Farchan Nurchalid H, NIM 142121004, “Nafkah ‘Iddah  dan Mut’ah  Istri Setelah 
Perceraian Tinjauan Mas}lah}ah  (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Boyolali Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi)”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut’ah 
dalam putusan nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa/Bi dan tinjauan teori mas}lah}ah di dalam 
pertimbangan hakim tersebut.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari putusan 
Pengadilan Agama Boyolali nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi, Undang Undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yang merupakan 
data-data pendukung berupa buku, skripsi, hasil karya dari kalangan hukum, dan 
lain sebagainya. 
 Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hakim dalam menetukan 
pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri pasca perceraian dalam putusan 
nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi adalah upaya untuk memperjuangkan keadilan dan 
kesejahteraan bagi istri pasca perceraian. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut’ah adalah usia 
perkawinan, fakta di persidangan, penyebab perceraian, kesepakatan suami dan istri 
di luar persidangan dan kemampuan suami. Dari segi maslahat, dalam hal ini 
kemaslahatan yang dijaga dalam pertimbangan hakim di dalam putusan nomor 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi adalah pertama, menjaga jiwa (hifz nafs), Majelis Hakim 
menunjukkan keadilan dalam rangka untuk menjaga psikis (jiwa) termohon (istri) 
terkait dengan sering terjadinya pertengkaran sebelum perceraian yang mungkin 
dapat berakibat ke psikis atau fisik termohon. Kedua, menjaga harta (hifz} mal), 
dengan tujuan agar kesejahteraan ekonomi termohon (istri) setelah putusnya 
perkawinan tetap terjamin dan dapat terpenuhinya kebutuhan perekonomian istri. 
 
 
Kata kunci: Nafkah ‘iddah, Mut’ah, Mas}lah}ah, Putusan Pengadilan Agama 
Boyolali. 
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ABSTRACT 
 
Farchan Nurchalid H, NIM 142121004, "'Iddah Living and Mut'ah of the Wife 
After Divorce Prespective Mas}lah}ah (Study of Boyolali Religious Court's 
Decision Number: 1530/Pdt.G/2018/ Pa.Bi)". This study aims to describe the 
judge's considerations in determining iddah and mut'ah livelihoods in decision 
number 1530 / Pdt.G / 2018 / Pa.Bi and reviewing the theory of mas}lah}ah in the 
judge's consideration. 
This type of research is qualitative research, which is research that produces 
descriptive data in the form of written or oral words. The data source in this study 
is secondary data. Secondary data consists of primary and secondary legal 
materials. Primary legal material consists of Boyolali Religious Court's decision 
number 1530 / Pdt.G / 2018 / Pa.Bi, Marriage Law and Compilation of Islamic Law. 
Secondary legal material which is supporting data in the form of books, theses, the 
work of the legal community, and so forth. 
The results of the study were obtained that the judges' consideration in determining 
the provision of iddah and mut'ah to the wife after divorce in decision number 1530 
/ Pdt.G / 2018 / Pa. Bi is an effort to fight for justice and welfare for the wife after 
divorce. As for other factors that are considered by judges in determining the level 
of livelihood of iddah and mut'ah are the age of marriage, the facts in court, the 
cause of divorce, husband and wife agreement outside the court and the husband's 
ability. In terms of benefits, in this case the benefit is maintained in the 
consideration of judges in the decision number 1530 / Pdt.G / 2018 / Pa. Bi is first, 
guarding the soul (hifz nafs), the Panel of Judges shows justice in order to protect 
the psychic (soul) the respondent (wife) is related to the frequent quarrels before 
the divorce that may have psychological or physical consequences for the 
respondent. Second, safeguarding the assets (hifz} mall), with the aim that the 
economic welfare of the respondent (wife) after the termination of the marriage is 
guaranteed and the economic needs of the wife can be fulfilled. 
 
Keywords: Iddah Living, Mut’ah, Mas}lah}ah, Decision of the Boyolali Religious 
Court. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
       Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis 
kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya 
saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.1 Untuk melegitimasi hidup 
bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal perkawinan. Menurut Beni 
Ahmad Saebani, pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang 
perempuan yang bukan mahram.2 
Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun 
kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan 
perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk 
yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana 
damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan 
dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan 
kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.3 
Perkawinan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. 
Di antaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami 
yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk 
                                                          
1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 
1981), hlm. 7. 
2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 9. 
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1. 
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menafkahi istri dan anaknya. Hal ini merupakan suatu kesatuan yang 
menjadikan keluarga bisa saling melengkapi dan menjalani kehidupan berumah 
tangga sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.4 
Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai 
dengan ketentuan dalam Al-Qur’an. Adapun landasan atas wajibnya memberi 
nafkah sebagimana yang terdapat dalam Al-Qur’an5: 
 ...                    
   … 
Artinya: “...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 233)6 
 
Rezeki yang dimaksud oleh ayat di atas adalah makanan secukupnya, 
pakaian yang baik dan pantas, yakni yang menutup aurat. Semuanya diberikan 
dengan cara yang benar. Dalam ayat lain, yakni surat At-Thalaq ayat 6 
disebutkan:7 
 َ نُك نوَإِ َّۚ َ  نِهۡي
َلَع 
ْ
اوُِق يَضُِتل َ نُهو ُ رآَُضت َالَو ۡمُكِدُۡجو نِ  م مُتنَكَس ُثۡيَح ۡنِم َ نُهوُنِكۡس
َ
أ
 َلَع 
ْ
اوُِقفن
َ
َأف ٖلۡمَح ِتََٰلْو
ُ
أ َّۚ َ  نَُهلۡمَح َنۡعََضي َٰى
َ تَح َ نِهۡي...  ٦  
                                                          
4 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 33. 
5 Ibid. 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 
37.  
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat ..., hlm. 33. 
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...” (QS. Ath-Thalaq: 6)8 
 
Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suami wajib 
memberikan nafkah berupa tempat tinggal dan juga tetap memberikan nafkah 
selama masa iddah bagi istri yang sudah ditalak dan dalam keadaan hamil. Ayat 
lain yang berisi tentang kewajiban suami menafkahi istri dalam masa iddah 
adalah Q.S Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:9 
 َنيَِق تُم
ۡ
لٱ ىَلَع ا
ًّ قَح ِِۖفوُرۡعَم
ۡ
لِٱب ُۢ ُعََٰتَم ِتََٰق
َ  
لَطُم
ۡ
ِللَو١٤٢  
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 
oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang bertakwa”10 
 
Akibat dari perceraian khususya cerai talak bagi suami adalah wajib 
memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi istri yang dijatuhi 
talak. Mut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia 
menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian 
terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian atas kehendak istri, 
pemberian itu tidak wajib.11 
Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada 
bekas istri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 
                                                          
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah... , hlm. 559.  
9 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat ..., hlm. 34. 
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah... , hlm. 39. 
11 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 397. 
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41 huruf (c) disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 
suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri.12 Penjelasan lebih rinci diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 149 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena 
talak, maka bekas suami memiliki kewajiban berikut: 
1. Memberikan mut’ah yang layak kepada istri, baik berupa uang atau 
benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhu>l: 
2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
masa iddah, kecuali bekas istri telak dijatuhi talak bain atau nusyuz dan 
tidak dalam keadaan hamil.13 
Mengenai besarnya mut’ah diterangkan dalam pasal 160 KHI bahwa 
besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 
Kantor Pengadilan Agama Boyolali terletak di Jl. Pandanaran No. 167 
Boyolali (57311) yang diketuai oleh Drs. Syamsul Aziz, MH. Kewenangan 
Pengadilan Agama Boyolali adalah Pengadilan tingkat pertama yaitu 
memeriksa dan memutuskan perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam, 
termasuk perkara cerai talak dan cerai gugat.14 
  Salah satu putusan perceraian cerai talak di Pengadilan Agama Boyolali 
tahun 2018 adalah putusan dengan nomor perkara 1530/Pdt.G/2018/PA.Bi. 
                                                          
12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) 
13 Kompilasi Hukum Islam. 
14 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Profil 
Pengadilan. 
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Perkara ini termasuk perkara cerai talak antara Pemohon (Umur 36 Tahun, 
Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Klaten) dan 
Termohon  (Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, 
Bertempat tinggal di Boyolali).15 
Dalam perkara ini, yang menjadi duduk perkaranya adalah bahwa rumah 
tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun setelah 2 tahun 
pernikahan, tepatnya bulan Juni 2011 pemohon kerja di Cibinong dan termohon 
tetap tinggal di kediaman orang tuanya. Dan setelah 2 tahun dari pemohon kerja 
di Cibinong, termohon ikut ke Cibinong dan tinggal satu kontrakan dengan 
pemohon. Persoalan rumah tangga mulai timbul sekitar bulan Maret 2014 yaitu 
termohon telah berubah perilakunya dikarenakan sering marah-marah dengan 
permasalahn kecil, termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon dan 
kalau ditegur marah-marah tidak jelas, dan termohon sering meminjam uang 
dan mengambil barang kreditan tanpa seizin pemohon. Atas dasar itu pihak 
pemohon memohon Majelis Hakim untuk memberikan ijin kepada pemohon 
untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon di hadapan sidang 
Pengadilan Agama Boyolali.16 
Berdasarkan duduk perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Boyolali memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 
putusan yang amarnya sebagai berikut: Majelis Hakim mengabulkan 
permohonan pemohon, memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu 
                                                          
15 Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
16 Ibid. 
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raj’i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali, 
menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah ‘iddah 
sebesar Rp 6.000.000,- dan mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- yang dibayarkan 
langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, dan membebankan 
biaya perkara sebesar Rp. 707.000,- kepada pemohon. 
Berdasarkan latar belakang di atas menarik perhatian penulis untuk 
menganalisa pertimbangan hakim dengan tinjauan mas}lah}ah dalam menentukan 
kadar nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama 
Boyolali tahun 2018 yang dituangkan ke dalam sebuah skripsi dengan judul 
“Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Istri Setelah Perceraian Tinjauan Mas}lah}ah 
mursalah (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyolali  Nomor: 
153o/Pdt.G/2018/Pa.Bi)”.  
B. Rumusan Masalah  
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang ketentuan pemberian nafkah 
‘iddah dan mut’ah kepada istri pasca perceraian dalam putusan Nomor: 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi ? 
2. Bagaimana implementasi mas}lah}ah dalam pertimbangan hakim tentang 
ketentuan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri pasca 
perceraian di dalam putusan Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan utama dalam 
penelitian ini, maka pembahasan ini bertujuan: 
1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam ketentuan pemberian 
nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri pasca perceraian dalam putusan 
Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
2. Untuk mendeskripsikan mas}lah}ah dalam pertimbangan hakim tentang 
ketentuan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri pasca 
perceraian di dalam putusan Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini bagi penulis secara umum adalah 
menyumbangkan pemikiran berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan 
penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah dan melatih kepekaan penulis sebagai 
mahasiswa terhadap masalah-masalah yang berkembang dilingkungan sekitar, 
sedangkan lebih khusus lagi pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk: 
1. Kegunaan Teoritis 
Untuk menambah bahan kepustakaan dalam bidang pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan tentang Nafkah 
‘iddah dan Mut’ah Istri Setelah Perceraian. 
2. Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan 
pelajar, mahasiswa, akademis lainnya dan terutama para pelaku yang terkait 
dengan penelitian ini. 
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E. Kerangka Teori 
1. Nafkah ‘Iddah 
Nafkah ‘iddah terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan ‘iddah. Nafkah 
berasal dari bahasa arab )  َقَف َن (–  ُقُف ْ ن َي– ًاقاَف َن  nafaqa-yanfuqu-nafaqa>n yang 
berarti biaya belanja, belanja, dan pengeluaran uang.17 Dalam tata bahasa 
Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-
hari.18 Jadi dapat disimpulan yang dimaksud dengan nafkah adalah 
memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, 
dan obat, meskipun istri adalah orang kaya.19 
‘Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, 
baik karena di talak mapun bercerai mati.20 Dari pengertian di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa nafkah ‘iddah adalah adalah segala sesuatu yang 
diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk  
memenuhi  kebutuhannya,  baik  itu  berupa  pakaian,  makanan maupun 
tempat  tinggal.21 
                                                          
17 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm 
463. 
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 947. 
19 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 470. 
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Gramedia, 2014), hlm. 516. 
21 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 
2007), hlm. 180. 
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2. Mut’ah 
Mut’ah (  ةَع ْ تُم ) secara bahasa artinya adalah kesenangan, barang 
yang menyenangkan.22 Kemudian dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai 
suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, 
sebagai penghibur atau ganti rugi.23 Pendapat lain dikatakan bahwa mut’ah 
adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) 
agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, 
pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.24 
3. Teori Mas}lah}ah  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maslahat diartikan sebagai 
sesuatu yang mendatangkan kebaikan.25 Kemudian, Mas}lah}ah menurut 
pengertian syara’ pada dasarnya di kalangan ulama mempunyai pandangan 
yang sama, meskipun dalam mendefinisikannya berbeda. Berikut beberapa 
pendapat para ulama tentang Mas}lah}ah yakni: 
Definisi Mas}lah}ah  menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh 
Romli dalam buku yang berjudul Studi Perbandingan Ushul Fiqh sebagai 
berikut:  
 ٍةَّرَضَم ٍعَفَدْوأٍةَعَف ْ نَم ِبْلَج ْنَع ِلْصَلأا ىِف ٌَةر اَبِع ىَيِهَف ُةَحَلْصَمْلا 
                                                          
22 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia ..., hlm 409. 
23 M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Bandung: Mizan 2002), hlm 230. 
24 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan ..., hlm. 179. 
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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Mas}lah}ah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat 
dan menolak kemudaratan.26 
Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah  yang dikutip 
oleh Nasrun Rusli dalam bukunya yang berjudul Konsep Ijtihad Al-
Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan hukum Islam di Indonesia 
menyatakan bahwa  Mas}lah}ah merupakan deduksi logis terhadap 
sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam 
qiya>s.27 
Menurut Najm al-Din al-Thufi, seorang ulama Hanabilah yang 
telah dikutip oleh Nasrun Haroen tentang Mas}lah}ah dalam bukunya Ushul 
Fiqh 1 menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat 
dalam nas adalah Mas}lah}ah (kemaslahatan) bagi umat manusia, karena 
seluruh bentuk kemaslahatan  disyari’atkan  dan  kemaslahatan  ini  tidak  
perlu  mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh 
makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Di mana menurutnya, mas}lah}ah 
merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan 
dalam menentukan hukum syara.28 
Menurut Al-Khawarizmi yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan 
dalam buku yang berjudul ushul Fiqh menyatakan bahwa konsep 
                                                          
26 Romli, Studi Perbandingan ..., hlm. 217-219. 
27 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam 
di Indonesia, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 33. 
28 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih Jilid I, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 125. 
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Mas}lah}ah  adalah  menghindarkan kerusakan dari manusia dengan selalu 
memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan sebuah hukum.29 
Jadi, secara istilah Mas}lah}ah yaitu perolehan kemanfaatan dan 
penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama  manusia) dan hal  itu 
merupakan tujuan dari pembentukan suatu syari’at.30 Dengan semata-mata 
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk 
mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi 
manusia. 
F. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka disini adalah meneliti penelitian orang lain yang telah selesai 
dan ada kaitannya dengan pembahasan penulis, yaitu penelitian yang membahas 
tentang nafkah bekas istri terutama yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil. 
Berikut ini adalah beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan judul 
penelitian penulis, yaitu: 
1. Tesis, oleh Ani Sri Duriyati, Program Studi Magister Kenotariatan, 2009, 
Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di 
Pengadilan Agama Semarang. 
Penelitian ini difokuskan pada masalah pelaksanaan putusan Pengadilan 
Agama Semarang  tentang nafkah istri dan anak. Pelaksanaan nafkah ‘iddah, 
mut’ah serta nafkah anak, eksekusi dilaksanakan oleh para pihak secara 
sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada 
                                                          
29 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305. 
30 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 154.  
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permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan 
tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi 
apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.31 Perbedaan 
skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi di atas 
membahas pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan Agama Semarang 
terkait nafkah istri dan anak, sedangkan skripsi yang akan disusun ini 
membahas pertimbangan hakim dan mas}lah}ah dari pemberian nafkah ‘iddah 
dan mut’ah  istri pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama 
Boyolali Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
2. Skripsi, oleh Dewi Yulianti, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 
2018, Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah 
Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang). 
Penelitian ini difokuskan pada ijtihad hakim dalam menentukan kadar 
mut’ah dan nafkah iddah. Mayoritas hakim berlandaskan pada asas 
kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami,  hal 
ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.32 
Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi di 
atas membahas ijtihad hakim dalam menentukan kadar mut’ah dan nafkah 
iddah, sedangkan skripsi yang akan disusun ini membahas pertimbangan 
                                                          
31 Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam 
Praktek di Pengadilan Agama Semarang”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009). 
32 Dewi Yulianti, “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah 
Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang”, (Skripsi, UIN Raden Intan 
Lampung, 2018). 
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hakim dan mas}lah}ah dari pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah  istri pasca 
perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
3. Skripsi, oleh Ade Minur, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan 
Syarif Kasmi Riau, 2011, Pelaksanaan Nafkah Mut’ah Talak Suami Kepada 
Istri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang. 
 Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan nafkah mut’ah suami kepada 
istri di Pengadilan Agama Bengkinang. Dikarenakan tidak adanya sanksi 
hukum yang tegas maka hal ini menjadi salah satu faktor pelaksanaan nafkah 
mut’ah di Pengadilan Agama Bengkinang tidak berjalan dengan baik. Selain 
itu, faktor yang juga mempengaruhi adalah kesadaran beragama dan patuh 
hukum dari masyarakat yang masih rendah sehingga tidak menjadi beban 
apabila mut’ah tidak dilaksanakan.33 Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi 
yang akan disusun adalah skripsi di atas membahas penyelesaian nafkah istri 
setelah percerain di instansi terkait, sedangkan skripsi yang akan disusun ini 
membahas pertimbangan hakim dan mas}lah}ah dari pemberian nafkah ‘iddah 
dan mut’ah  istri pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama 
Boyolali Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
Berdasarkan literatur penelitian yang telah ditulis sebelumnya, maka penulis 
mengambil judul yang berbeda dari sebelumnya, yaitu “Nafkah ‘Iddah  dan 
                                                          
33 Ade Minur, “Pelaksanaan Nafkah Mut’ah Talak Suami Kepada Istri Yang Dicerai Di 
Pengadilan Agama Bangkinang”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif 
Kasmi Riau, 2011). 
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Mut’ah  Istri Setelah Perceraian Tinjauan Mas}lah}ah  (Studi Terhadap 
Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi)”. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.34 Pendekatan normatif bertujuan 
untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 
dilakukan dalam praktik hukum.35 
2. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian literatur adalah sumber data sekunder, terdiri 
dari : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum perimer adalah data-data yang terkait langsung 
dengan objek penelitian.36 Yakni Putusan Pengadilan Agama Boyolali 
Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
                                                          
34 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2006), hlm. 4. 
35 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 75. 
36 Sofyan A.P Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan 
Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155. 
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Bahan hukum sekunder adalah data-data pendukung.37 Dalam 
penelitian ini menggunakan data kepustakaan sekunder berupa skripsi, 
hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan, buku-buku, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, surat 
kabar, putusan pengadilan, artikel, majalah, dan sebagainya. Dalam 
metode ini penulis menggunakan, memeriksa dan meneliti salinan 
putusan perkara Nomor: 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
b. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan 
keterangan dari Hakim yang memutus perkara Nomor: 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi untuk memberi keterangan dan tanggapan 
dari keputusan hakim yang telah memutuskan perkara tersebut.  
4. Teknik Analisis Data 
Metode Analisis data dalam skripsi ini adalah kualitatif deduktif, yakni 
analisis data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk 
menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, penulis 
menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan 
persoalan yang dibahas.  
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, secara garis 
besar terdiri dari : 
                                                          
37 Ibid. 
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan 
pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada 
pada skripsi ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang 
merupakan tinjauan umum yang berisi pengertian nafkah ‘iddah, dasar hukum 
nafkah ‘iddah, macam-macam ‘iddah, wanita-wanita yang berhak mendapatkan 
nafkah ‘iddah, gugurnya suami dalam pemberian nafkah ‘iddah, pengertian 
mut’ah, dasar hukum pemberian mut’ah, kadar mut’ah, Konsep mas}lah}ah yang 
berisi pengertian mas}lah}ah, pembagian mas}lah}ah, dasar berlakunya mas}lah}ah 
dan urgensi mas}lah}ah sebagai metode istinbat hukum. 
Bab ketiga, bab ini mengemukakan hasil penelitian yang meliputi profil 
Pengadilan Agama Boyolali, struktur organisasi Pengadilan Agama Boyolali, 
tugas dan wewenang Pengadilan Agama Boyolali, juga memaparkan isi dalam 
putusan nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi serta pertimbangan hakimnya. 
Bab keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan skripsi, 
berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi dan tinjauan teori mas}lah}ah di dalam pertimbangan 
hakim tentang ketentuan pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan 
Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil 
penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM NAFKAH ‘IDDAH,  MUT’AH  
DAN KONSEP MAS}LAH}AH 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah ‘Iddah 
Nafkah ‘iddah terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan ‘iddah. Nafkah 
berasal dari bahasa arab )  َقَف َن (–  ُقُف ْ ن َي- ًاقاَف َن   nafaqa-yanfuqu-nafaqa>n yang 
berarti biaya belanja, belanja, dan pengeluaran uang.1 Dalam tata bahasa 
Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.2 
Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi 
kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat, 
meskipun istri adalah orang kaya.3 
‘Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik 
karena ditalak mapun bercerai mati.4 Dari pengertian di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa nafkah ‘iddah adalah adalah segala sesuatu yang diberikan 
oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi  
                                                          
1 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm 463. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011) hlm. 947. 
3 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 470. 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 
2014), hlm. 516. 
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kebutuhannya,  baik  itu  berupa  pakaian,  makanan maupun tempat  tinggal 
selama istri dalam masa tunggu setelah bercerai. 
Dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah ‘iddah kepada istri 
setelah perceraian didasarkan pada ayat Al-Qur’an sebagai berikut:5 
1. Q.S At-Thalaq ayat 1 
 َّللٱ ْاوُقَّ تٱَو 
َۖ
َة َّدِع
ۡ
لٱ ْاوُصۡحَأَو َّنِِهت َّدِعِل َّنُهوُق َِلطَف َءَٰٓاَس ِنلٱ ُمُتۡقََّلط اَذِإ ُّيِبَّنلٱ اَهُّ َيأَٰٓ َي ۢنِم َّنُهوُِجرۡخُت َلَ 
َۖۡمُكَّبَر َه
 ةَشِح  َفِب َنِيت
ۡ
َأي نَأ ََّٰٓلَِإ َنۡجُرۡخَي َلََو َّنِِهتوُي ُب 
 ةَن ِي َبُّم  َك
ۡ
ِلتَو  ُدوُدُح ٱ  ِهَّلل نَمَو  َّدَع َت َي  َدوُدُح  ِهَّللٱ  ۡدَق َف  َمََلظ 
 ۥُهَسۡف َن  َلَ ِيرۡدَت  َّلَعَل  َهَّللٱ  ُثِدۡحُي  َدۡع َب  َكِل  َذ رَۡمأ.  
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 
Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 
yang baru”.6 
 
2. Q.S At-Thalaq ayat 6 
 وُنِكۡسَأ ِت َلُْوأ َّنُك نِإَو 
 
َّنِهۡيَلَع ْاوُق ِيَضُِتل َّنُهوُّرَٰٓاَضُت َلََو ۡمُِكدۡجُو ن ِم مُتنَكَس ُثۡيَح ۡنِم َّنُه  لۡمَح ْاوُقِفَنَأف 
 َّنِهۡيَلَع   ىَّتَح  َنۡعَضَي  
 
َّنُهَلۡمَح  ۡنَِإف  َنۡعَضَۡرأ  ۡمُكَل  َف َّنُهُوتا  َّنُهَروُُجأ  َت
ۡ
أَو ْاوُرِم  ۡي َب مُكَن َۖفوُرۡعَمِب نِإَو  ُۡمتۡرَساَع َت 
 ُعِضۡر ُتَسَف  َٰٓۥُهَل  ۡخُأ  ىَر ٦  
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
                                                          
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 147. 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 
558. 
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berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.7 
Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada 
bekas istri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) 
disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas istri.8 Penjelasan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 
dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
memiliki kewajiban berikut: 
1. Memberikan mut’ah yang layak kepada istri, baik berupa uang atau benda, 
kecuali istri tersebut qabla al-dukhu>l. 
2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah  kepada bekas istri selama dalam 
masa iddah, kecuali bekas istri telak dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan tidak 
dalam keadaan hamil. 
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila 
qabla al dukhu>l. 
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai umur 21 tahun .9
                                                          
7 Ibid.  
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) 
9 Kompilasi Hukum Islam. 
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B. Wanita-Wanita Yang Berhak Mendapatkan Nafkah ‘Iddah 
Istri dalam masa iddah talak raj’i atau hamil berhak mendapat nafkah, 
berdasarkan firman Allah SWT:10  
 َح ِت َلُْوأ َّنُك نِإَو 
 
َّنِهۡيَلَع ْاوُق ِيَضُِتل َّنُهوُّرَٰٓاَضُت َلََو ۡمُِكدۡجُو ن ِم مُتنَكَس ُثۡيَح ۡنِم َّنُهوُنِكۡسَأ لۡم ْاوُقِفَنَأف 
 َّنِهۡيَلَع   ىَّتَح  َنۡعَضَي  َّنُهَلۡمَحۚ...  ٦  
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin...” (QS. Ath-Thalaq: 6)11 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa istri hamil berhak mendapatkan nafkah, 
baik dalam iddah raj’i atau ba’in.12 Kemudian Fuqoha berselisih pendapat tentang 
nafkah ‘iddah bagi istri yang menjalani ‘iddah karena talak ba’in. Dalam hal ini 
ada empat pendapat:13 
1. Imam Hanafi mengatakan wanita tersebut berhak atas nafkah, baik dia 
hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang 
disediakan oleh suaminya yang menceraikannya guna menjalani 
‘iddah. 
                                                          
10 Tihami, Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 
173. 
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah... , hlm. 559. 
12 Tihami, Fiqh Munakahat ..., hlm. 173.  
13 Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 401. 
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2. Imam Maliki berpendapat kalau wanita tersebut tidak hamil dia berhak 
atas nafkah berupa tempat tinggal saja, tapi bila sedang hamil dia 
berhak atas nafkah dalam segala bentuknya, dan haknya atas nafkah 
tidak menjadi gugur dengan keluarnya mereka dari rumah, sebab 
nafkah tersebut diperuntukkan bagi bayi yang dikandungnya dan 
bukan bagi wanita yang mengandungnya. 
3. Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat wanita tersebut tidak 
berhak atas nafkah ‘iddah maupun tempat tinggal bila dia tidak hamil, 
dan apabila hamil maka berhak atasnya nafkah berupa tempat tinggal 
dan segala bentuknya. Tetapi Imam Syafi’i mengatakan bahwa kalau 
wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan yang tak 
terhindarkan, maka gugurlah hak atas nafkah ‘iddah itu. 
4. Mazhab Imamiyah tidak mengkategorikan fasakh akad sama dengan 
talak ba’in. Mereka berpendapat bahwa orang yang menjalani iddah 
akibat fasakhnya akad, baik dia hamil atau tidak dia tetap berhak atas 
nafkah.14 
Dalam KHI pasal 81 juga disebutkan bahwa:15 
1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau 
bekas istri yang masih dalam ‘iddah. 
                                                          
14 Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ..., hlm. 402. 
15 Kompilasi Hukum Islam. 
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2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam 
ikatan perkawinan, atau dalam masa ‘iddah talak atau ‘iddah wafat. 
C. Gugurnya Suami Dalam Pemberian Nafkah ‘Iddah 
Nafkah untuk istri dapat gugur atau hilang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:16 
a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan.  
Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah 
ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam 
tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah 
ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Malikiyah dan mazhab 
lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan dengan lewatnya 
masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah 
yang baru.17 
b. Pembebasan Nafkah yang Telah Lewat 
Pembebasan nafkah yang telah lewat merupakan salah satu sebab yang 
menggugurkan utang wajib. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri 
itu wajib di berikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan.18 
c. Wafatnya salah satu dari Suami atau Istri 
                                                          
16 Wahbah Zuhaili, terj. Abdul Hayyie al-Khatani dkk, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), hlm. 104. 
17 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu ..., hlm. 104. 
18 Ibid. 
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Jika seorang suami meninggal sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak 
berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal istri, ahli warisnya juga 
tidak berhak mengambil nafkahnya.19 
d. Nusyuz 
Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal 
yang mewajibkannya melalui akad nikah. Menurut jumhur ulama suami tidak 
wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz istrinya. Alasan bagi jumhur itu 
adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan 
yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam 
masa itu, oleh karena ia tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu.20 
Dalam KHI pasal 152 juga disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan 
nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.21 
e. Istri yang di thalaq dalam keadaan belum disetubuhi (qabla ad-dukhu>l) 
Perempuan (isteri) terthalaq, tapi belum pernah disetubuhi, ia tak punya 
‘iddah.22 Dalam KHI pasal 153 ayat (3) juga dijelaskan bahwa tidak ada waktu 
tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda 
tersebut dengan bekas suaminya qabla ad-dukhu>l. 
 
                                                          
19 Ibid, hlm. 105. 
20 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Group, 2006), 
hlm. 173-174. 
21 Kompilasi Hukum Islam. 
22 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah..., hlm. 497. 
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D. Pengertian Mut’ah 
Mut’ah ( ةَْعتُم ) secara bahasa artinya adalah kesenangan, barang yang 
menyenangkan.23 Kemudian dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu 
pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur 
atau ganti rugi.24 Pendapat lain dikatakan bahwa mut’ah adalah suatu pemberian 
oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. 
Pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut 
keadaan dan kemampuan suami.25 
Mengenai mut’ah sudah dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 huruf (a), 
bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan 
mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 
bekas istri tersebut qabla ad-dukhu>l.26 Jadi, pemberian mut’ah ini adalah sebagai 
pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli 
istri-istri mereka dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan dengan 
kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan.27 
Oleh  sebab  itu,  kalaupun  hubungan  perkawinan  terpaksa diputuskan, 
perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan  istri  atau  
                                                          
23 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia ..., hlm 409. 
24 M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Bandung: Mizan 2002), hlm 230. 
25 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 
179. 
26 Kompilasi Hukum Islam. 
27 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan ..., hlm. 180. 
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keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan  
pemberian mut’ah dengan ikhlas, sopan dan santun tanpa sedikit pun 
menunjukkan kebencian hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.28 
E. Dasar Hukum Pemberian Mut’ah 
Dasar hukum pemberian mut’ah berdasarkan ayat Al-Qur’an sebagai 
berikut:29 
 ىَلَع اًّقَح َِۖفوُرۡعَم
ۡ
لِٱب 
ۢ
ُع  َتَم ِت  َقََّلطُم
ۡ
ِللَو َنيِقَّتُم
ۡ
لٱ ١٤٢  
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu 
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (QS Al Baqarah 241)30 
 
Abu Hanifah berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap wanita 
yang dicerai sebelum digauli. Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah SWT 
surat al-Ahzab ayat 49:31  
 
 ِلۡب َق نِم َّنُهوُمُتۡقََّلط َُّمث ِت َنِمۡؤُم
ۡ
لٱ ُمُتۡحَكَن اَذِإ ْآَٰو ُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ َيأَٰٓ َي  َّنُهوُّسَمَت نَأ
 ۡمُكَل اَمَفة َّدِع ۡنِم َّنِهۡيَلَع  
َۖاَه َنوُّدَتۡع َت  َّنُهوُع ِتَمَف  َّنُهوُِح رَسَو  َساحَار  َجلايِم ٤٤  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib 
atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. 
                                                          
28 M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis..., hlm 230. 
29 Ibid., hlm. 231. 
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 39. 
31 Ibnu Rusyd, terj. Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid juz II, 
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 622. 
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Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara 
yang sebaik-baiknya”32 
 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap istri 
yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali 
istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. 
Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 236:33 
 َمَت ۡمَل اَم َءَٰٓاَس ِنلٱ ُمُتۡقََّلط نِإ ۡمُكۡيَلَع َحاَنُج َّلَ َّنُهَل ْاوُضِرۡف َت ۡوَأ َّنُهوُّس 
 ةَضِيرَف   َّنُهوُع ِتَمَو ىَلَع 
 َنيِنِسۡحُم
ۡ
لٱ ىَلَع اًّقَح َِۖفوُرۡعَم
ۡ
لِٱب ا َۢع  َتَم ۥُُهرَدَق ِرِتۡقُم
ۡ
لٱ ىَلَعَو ۥُُهرَدَق ِعِسوُم
ۡ
لٱ ١٣٦  
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 
dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut´ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), 
yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”34 
 
Imam Syafi’i mengartikan perintah tentang mut’ah pada ayat di atas, pada 
keumuman orang perempuan yang ditalak, kecuali orang perempuan yang telah 
ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli.35 
Segolongan fuqaha berpedapat bahwa mut’ah hanya disunnahkan, tidak 
diwajibkan, hal ini dperkuat oleh Imam Maliki yang berpendapat bahwa perintah 
memberikan mut’ah itu sunnah. Dalam mengartikan perintah memberikan mut’ah 
                                                          
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 338. 
33 Ibnu Rusyd, terj. Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid juz II..., 
hlm. 623. 
34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 38. 
35 Ibnu Rusyd, terj. Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid juz II..., 
hlm. 623. 
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itu sunnah, Imam Malik beralasan dengan firman Allah SWT pada akhir ayat 
tersebut,36 yaitu: 
 َنيِنِسۡحُم
ۡ
لٱ ىَلَع اًّقَح ١٣٦  
“Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan” 
 
F. Kadar Mut’ah 
Tentang kadar atau jumlah mut’ah yang harus diberikan suami kepada 
mantan istri dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 239:37 
 ِفوُرۡعَم
ۡ
لِٱب ا َۢع  َتَم ۥُُهرَدَق ِرِتۡقُم
ۡ
لٱ ىَلَعَو ۥُُهرَدَق ِعِسوُم
ۡ
لٱ ىَلَع َّنُهوُع ِتَمَوۚ...  
Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut´ah (pemberian) kepada 
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang 
patut...”38 
Ayat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas batasan maksimal dan 
minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada isterinya. Satu-satunya syarat 
yang diberikan ayat ini adalah “kepatutan”. Hal itu terlihat dari pernyataan yang 
menyebutkan bahwa “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 
yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang 
patut”. Dengan pernyatan seperti ini, maka ada unsur kepatutan yang mesti 
diperhatikan dalam pemberian mut'ah.39 
                                                          
36 Ibid, hlm. 234. 
37 M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis..., hlm 235. 
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 39. 
39 M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis..., hlm 236. 
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Dalam KHI pasal 160 juga disebutkan bahwa besarnya mut’ah disesuaikan 
dengan kepatutan dan kemampuan suami.40 
G. Konsep Mas}lah}ah 
1. Pengertian Mas}lah}ah 
Secara etimologi, kata “ لصملاةح ”,  jamaknya “حل اصملا”  berarti sesuatu yang 
baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau 
kerusakan dan di dalam bahasa Arab disebut dengan “ب اوصلا و ريخلا” yaitu 
yang baik dan benar. Mas}lah}ah  kadang-kadang disebut dengan “حلاصتس لاا”  
yang berarti mencari yang baik.41 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maslahat diartikan sebagai 
sesuatu yang mendatangkan kebaikan.42 Kemudian, Mas}lah}ah menurut 
pengertian syara’ pada dasarnya di kalangan ulama mempunyai pandangan 
yang sama, meskipun dalam mendefinisikannya berbeda. Berikut beberapa 
pendapat para ulama tentang Mas}lah}ah yakni: 
Definisi Mas}lah}ah  menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Romli 
dalam buku yang berjudul Studi Perbandingan Ushul Fiqh sebagai berikut:  
 ٍةَّرَضَم ٍعَفَدْوأٍةَعَف ْ نَم ِبْلَج ْنَع ِلْصَلأا ىِف ٌَةر اَبِع ىَيِهَف ُةَحَلْصَمْلا 
Mas}lah}ah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat 
dan menolak kemudaratan.43 
                                                          
40 Kompilasi Hukum Islam. 
41 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 217. 
42 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
43 Romli, Studi Perbandingan ..., hlm. 217-219. 
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Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah  yang dikutip oleh 
Nasrun Rusli dalam bukunya yang berjudul Konsep Ijtihad Al-Syaukani 
Relevansinya Bagi Pembaruan hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa  
Mas}lah}ah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nas, bukan dari nas 
yang rinci seperti yang berlaku dalam qiya>s.44 
Menurut Najm al-Din al-Thufi, seorang ulama Hanabilah yang telah 
dikutip oleh Nasrun Haroen tentang Mas}lah}ah dalam bukunya Ushul Fiqh 1 
menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas 
adalah Mas}lah}ah (kemaslahatan) bagi umat manusia, karena seluruh bentuk 
kemaslahatan  disyari’atkan  dan  kemaslahatan  ini  tidak  perlu  
mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna 
yang dikandung oleh sejumlah nas. Di mana menurutnya, mas}lah}ah 
merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan 
dalam menentukan hukum syara.45 
Menurut Al-Khawarizmi yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan 
dalam buku yang berjudul ushul Fiqh menyatakan bahwa konsep Mas}lah}ah  
adalah  menghindarkan kerusakan dari manusia dengan selalu memelihara 
tujuan syara’ dalam menetapkan sebuah hukum.46 
                                                          
44 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di 
Indonesia, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 33. 
45 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih Jilid I, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 125. 
46 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305. 
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Jadi, secara istilah Mas}lah}ah yaitu perolehan kemanfaatan dan penolakan 
terhadap kesulitan bagi hamba (terutama  manusia) dan hal  itu merupakan 
tujuan dari pembentukan suatu syari’at.47 Dengan semata-mata untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan 
manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia. 
2. Pembagian Mas}lah}ah 
Kemaslahatan  yang  dibutuhkan  manusia  dan  bermanfaat  bagi  mereka 
sangat beragam bentuk dan coraknya. Jika diringkas bentuk-bentuknya yang 
terpenting menurut pembagian para ulama’, maka bisa diperoleh lima (5) 
kemaslahatan utama yang universal,48 lima macam unsur pokok tersebut 
biasa disebut dengan “Maqa>s}id Al-Khamsah” yaitu 
a. Kemaslahatan   agama   (Mas}lah}ah   ad-di>n),   Islam   harus   terpelihara 
daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang 
hendak merusakkan akidahnya, ibadah, dan akhlaknya. Atau yang 
mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan 
aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan 
bagi  penganut  agama  lain  untuk  meyakini  dan  melaksanakan  ibadah 
menurut  ajaran  agama  yang  dianutnya.  Agama  Islam  tidak  memaksa 
kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke 
                                                          
47 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 154.  
48 Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad Antara Teks, Realita, dan 
Kemaslahatan Sosial, (Jakarta: Erangga, 2002), hlm. 19.  
30 
 
dalam Islam. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-
Baqarah ayat 256:49  
 َو ِتوُغ َّطلِٱب ۡرُف
ۡ
كَي نَمَف  ِ يَغ
ۡ
لٱ َنِم ُدۡشُّرلٱ َنَّي َبَّ ت دَق َِۖني  ِدلٱ يِف َهَارۡكِإ ََٰٓلَ ِهَّللِٱب ۢنِمۡؤ ُي
 َهَل َماَصِفنٱ َلَ  ىَق
ۡ
 ثُو
ۡ
لٱ ِةَوۡرُع
ۡ
لِٱب َكَسۡمَتۡسٱ ِدَق َف ِمَس ُهَّللٱَو ۗا ٌميِلَع ٌعي 
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.50 
 
b. Kemaslahatan jiwa (Mas}lah}ah an-nafs), Islam mensyariatkan pemenuhan 
kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan, begitu 
pula hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kewenang-
wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.51 
c. Kemaslahatan terhadap akal (Mas}lah}ah  al-‘aql), Islam mensyariatkan 
larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak 
akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya 
dan lain sebagainya.52 
                                                          
49 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 
hlm. 68. 
50 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 42. 
51 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), hlm. 105. 
52 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam..., hlm. 69. 
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d. Kemaslahatan reproduksi dan berkeluarga (Mas}lah}ah an-nasl), Islam 
mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan 
bersuami,  dan  menjatuhkan  pidana  bagi  setiap  orang  yang 
melakukannya.53 
e. Kemaslahatan terhadap harta benda (Mas}lah}ah al-ma>l), Islam 
mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tagan 
bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi 
setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan 
lain sebagainya.54 
Cara untuk menjaga kelima kemaslahatan di atas dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu:55 
a. Dari segi adanya (min na>hiyyati al-wuju>d) 
Dengan    cara    menjaga    dan    memelihara    hal-hal    yang    dapat 
melanggengkan keberadaannya. 
b. Dari segi tidak ada (min na>hiyyati al-‘adam) 
Dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. 
Mas}lah}ah menurut beberapa ahli fiqh pembagiannya dilihat dari beberapa 
segi yaitu 
                                                          
53 Ibid. 
54 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih..., hlm. 106. 
55 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syari’ah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian 
Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 181. 
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1) Mas}lah}ah dari segi tingkatannya56 
Merupakan Mas}lah}ah yang berkaitan dengan kepentingan yang 
menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind yang 
dikutip oleh Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag dalam bukunya yang 
berjudul Studi Perbandingan Ushul Fiqh menyebutkan bahwa 
Mas}lah}ah dari segi martabatnya dibedakan menjadi tiga macam 
antara lain: 
a) Mas}lah}ah D}aru>riyah 
Pada tingkatan ini kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya 
kehidupan  dasar   manusia   baik   yang  berkaitan   dengan   
agama maupun dunia.57 Dalam tingkat ini kemaslahatan 
memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat 
mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jika kelima unsur pokok 
tersebut tercapai, maka   akan melahirkan keseimbangan dalam 
kehidupan dalam segi agama dan kehidupan dalam segi dunia. 
Dan apabila kemaslahatan ini tidak ada maka akan timbul 
kekacauan atau kerusakan dalam kehidupan keagamaan maupun 
keduniawian. Akibat lanjutan dari hal tersebut yaitu akan 
kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak.58 
                                                          
56 Ahmad Sanusi dan Sobari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali pres, 2015), hlm. 220. 
57 Ibid. 
58 M. Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi 
Hukum Islam Munawir Sjadzali, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 87.  
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b) Mas}lah}ah Ha>jiyah 
Dalam tingkatan ini sesuatu yang diperlukan seseorang untuk 
memudahkannya  menjalani  hidup  dan  menghilangkan  
kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok yang 
sudah disebutkan sebelumnya.59 Dilihat dari segi 
kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya 
dibanding dengan Mas}lah}ah D}aru>riyah. Contoh  kemaslahatan  
yang  dibutuhkan  manusia  seperti  boleh  berbuka puasa bagi 
musafir  dan orang yang sedang sakit, menqasar sholat ketika 
dalam perjalanan. Jika tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan 
manusia, tidak akan  menimbulkan  rusaknya  tatanan kehidupan 
tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan dalam memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.60 
c) Mas}lah}ah  Tahsi>niyah 
Merupakan tingkatan terakhir, yang mana dalam tingkatan ini 
untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta) dengan cara meraih dan menetapkan 
hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup 
yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang 
                                                          
59 Ibid. 
60 Romli, Studi Perbandingan ..., hlm. 221-222. 
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sebaliknya oleh akal yang sehat.61  Jika kemaslahatan tingkat ini 
tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan 
kesulitan dan rusaknya tatanan kehidupan manusia, tetapi ia 
dipandang penting dan dibutuhkan. Dengan kata lain, 
kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. 
Contohnya seperti menutup aurat dan berpakaian indah, adab   
dan  tata  cara  makan-minum serta membersihkan diri. Sifatnya    
hanya  untuk  kebaikan  dan kesempurnaan. 
2) Mas}lah}ah dari segi kandungan, para ulama fiqh membaginya antara 
lain:62 
a) Mas}lah}ah al-‘Ammah 
Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang 
banyak. Dimana kemashkahatan umum itu tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 
kebanyakan umat. 
b) Mas}lah}ah al-Khas}s}ah 
Yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan 
dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang 
dinyatakan hilang (mafqud). 
                                                          
61 M Usman, Rekonstruksi Teori Hukum ..., hlm. 88 
62 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih ..., hlm. 116. 
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3) Mas}lah}ah dari segi berubah atau tidaknya Mas}lah}ah, menurut 
Muhammad Musytafa al-Syatibi seorang guru besar Ushul Fiqh di 
Universitas al-Azhar Mesir yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam 
bukunya yang berjudul Ushul Fiqh jilid 1, ada dua bentuk yaitu: 63 
a) Mas}lah}ah al-s\abitah 
Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai 
akhir zaman. Seperti berbagai kewajiban ibadah, contohnya 
sholat, puasa, zakat, dan haji. 
b) Mas}lah}ah al-Mutagayyirah 
Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan 
perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan 
seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat 
kebiasaan. Contohnya perbedaan makanan antara satu daerah 
dengan daerah lainnya. 
4) Mas}lah}ah dari segi keberadaan Mas}lah}ah menurut syara’ antara lain: 
a) Mas}lah}ah al-Mu’tabarah 
Yaitu kemaslahatan yang diakui dari syara’. Adanya dalil khusus 
yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.64 
Yang termasuk Mas}lah}ah al-Mu’tabarah yaitu semua 
kemaslahatan yang disebutkan dan dijelaskan oleh nash, seperti 
                                                          
63 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih ..., hlm. 117. 
64 Ibid. 
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memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.65 
Misalnya hukuman bagi seorang yang meminum-minuman 
keras. 
b) Mas}lah}ah al-Mulgah 
Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena 
bertentangan dengan ketentuan syara’.66 Hal yang sering 
dicontohkan oleh ulama fikih yaitu  menyangkut  kasus  kafarat  
bagi  orang  yang  menggauli strinya di siang hari pada Bulan 
Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh  Mustafa  Said  al-
Khin. Bahwa Abdurrahman Ibn al-Hakim, seorang Amir 
(penguasa) di Andalusia pada masa lalu menggauli salah seorang 
istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, kemudian ia 
mengumpulkan para ulama dan meminta fatwa mereka tentang 
kafarat apa yang akan ia terima atas perbuatannya itu. Lantas, 
salah seorang dari ulama tersebut menetapkan kafarat bagi 
penguasa yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan 
Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Ulama ini 
menetapkan kafarat demi kemaslahatan. Di dalam hadits 
dijelaskan bahwa ada tiga bentuk kafarat yaitu memerdekakan 
budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 
                                                          
65 Romli, Studi Perbandingan ..., hlm. 224. 
66 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih ..., hlm. 119. 
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enam puluh orang miskin. Melihat ketiga bentuk kafarat ini 
seharusnya penetapan kafarat harus secara berurutan.67 
Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh ulama terhadap kafarat 
yang ditetapkan  bagi  penguasa  Andalusia  di  atas  adalah  
memilih  yang kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. 
Pilihan kafarat yang kedua ini  dasarnya  demi  kemaslahatan,  
karena  jika  ditetapkan  dengan kafarat memerdekakan budak 
sudah pasti tidak sulit bagi seorang penguasa dan demikian pula 
dengan memberi makan enam puluh orang miskin. Padahal   
hakikat  hukuman  seperti  kafarat  adalah  untuk menjerakan 
yang dirasakan langsung oleh pelakunya.68 
c) Mas}lah}ah al-mursalah 
Yaitu berbagai kemaslahatan yang terjadi karena masalah-
masalah baru yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman 
yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syari’ belum 
mensyariatkan hukum untuk merealisir  kemaslahatan  tersebut,  
dan tidak ada dalil syari’ yang mengakuinya dan 
membatalkannya.69 
 
                                                          
67 Romli, Studi Perbandingan..., hlm. 225-226. 
68 Ibid. 
69 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Cet ke-1, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 
(Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 117. 
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3. Dasar Berlakunya Mas}lah}ah 
Jumhur ulama berpendapat bahwasanya Mas}lah}ah adalah hujjah 
syar’iyyah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, disyariatkan padanya 
hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Di mana dalam 
membentuk suatu hukum tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan yang 
tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syara’.70  
Jumhur ulama’ menerima Mas}lah}ah sebagai metode istinbat hukum, 
dengan alasan: 
a. Kemaslahatan  manusia akan selalu dipengaruhi perkembangan  tempat, 
zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas 
pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. 
b. Hasil induksi ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum 
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.71 
Ulama Hanafiyyah tidak menerima Mas}lah}ah, tetapi al-Zuhaili mengatakan 
bahwa mereka menerapkan istihsan. Sedangkan al-Syafi’i tidak secara tegas 
menolak atau menerima Mas}lah}ah, tetapi al-Syafi’i hanya menegaskan 
bahwa apa pun  yang  tidak   mempunyai  rujukan  nash  tidak  dapat  diterima  
sebagai  dalil hukum. Meskipun demikian, salah satu ulama Syafi’iyyah 
                                                          
70 Ibid. 
71 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 206. 
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seperti al-Ghazali melihat bahwa Mas}lah}ah merupakan dalil hukum apabila 
memenuhi tiga syarat yaitu:72 
a. Terdapat kesesuaian Mas}lah}ah dengan maksud syarak dan tidak 
bertentangan dengan dalil yang qat}’i; 
b. Mas}lah}ah tersebut dapat diterima oleh akal sehat; 
c. Mas}lah}ah  bersifat d}aruri, yaitu untuk  memelihara  salah  satu  hal  
berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda. 
Menurut Yusuf Hamid yang dikutip oleh Amir Syariffudin dalam 
bukunya Ushul Fiqh, Mas}lah}ah dapat dijadikan dalil hukum apabila: 
a. Petunjuk syara’ sebagai sandaran Mas}lah}ah, bukan hanya semata-mata 
karena akal manusia saja karena akal manusia tidak sempurna, bersifat 
subjektif dan relative, selalu dibatasi tempat dan waktu. 
b. Pengertian Mas}lah}ah, menurut pandangan syara’ bukan hanya 
kepentingan dunia saja, tetapi untuk akhirat juga. 
c. Mas}lah}ah menurut hukum bukan hanya enak atau tidak dalam hal fisik 
jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam mental spiritual 
(rohaniyah).73  
Sedangkan menurut Imam Malik yang dikutip oleh Amir Syariffudin 
dalam bukunya Ushul Fiqh, Mas}lah}ah dapat dijadikan dalil hukum apabila: 
                                                          
72 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani ..., hlm. 33. 
73 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., hlm. 329. 
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a. Kesesuaian antara Mas}lah}ah yang dilihat sebagai sumber dalil 
dengan tujuan-tujuan syariah (maqa>s}id  al-syari’ah). Dengan 
demikian berarti Mas}lah}ah tidak boleh bertentangan dengan dalil 
qat’i, serta harus sesuai dengan Mas}lah}ah yang ingin diwujudkan 
oleh syar’i. 
b. Mas}lah}ah itu harus masuk akal (rasional), harus mempunyai sifat 
yang sesuai dengan pemokiran rasional, jika nantinya diajukan 
kepada kelompok yang rasional maka akan diterima dengan baik. 
c. Penggunaan dalil Mas}lah}ah bertujuan untuk menghilangkan 
kesulitan yang terjadi, jika Mas}lah}ah yang dapat diterima dengan 
pemikiran akal sehat tidak diambil, maka manusia akan mengalami 
kesulitan.74 
4. Urgensi Mas}lah}ah sebagai Metode Istinbat Hukum 
       Mas}lah}ah sangat  penting dalam kehidupan manusia karena kemaslahatan  
dianggap  sebagai  tujuan  syariat  (maqa>s}id  al-syari’ah).  Di mana tujuan 
syariat adalah mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mewujudkan 
kemaslahatan, menjaga dan memeliharanya, serta memberi kegembiraan pada 
manusia dengan-Nya. Kemudian ditetapkannya amalan baik tersebut dan 
masuk menjadi aturan-aturan legal, dengan demikian atas landasan 
kemaslahatan ditetapkannya dan dilegalkannya. Dalam perkembangan zaman 
selalu ada problematika-problematika yang baru tanpa ada ayat-ayat mengenai 
                                                          
74 Ibid., hlm. 335. 
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hukumnya tersebut. Dengan demikian, para ulama’ di zaman ini harus 
membuat hukum yang baru tanpa mengurangi  kemaslahatan   bagi  umat  
manusia  dengan  tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam 
menetapkan hukum.75 
Husain Hamid Hasan mengemukakan bahwa ada beberapa kalangan ulama 
yang telah menetapkan tolak ukurnnya atas dasar sejauh mana pengaruh 
Mas}lah}ah tersebut pada hal-hal yang menyangkut eksistensi kehidupan 
manusia. Di mana eksistensi kehidupan manusia berupa kebutuhan primer, 
apabila tidak dimilikinya dalam  kehidupan  manusia  maka  mengakibakan  
rusaknya  tatanan  kehidupan manusia tersebut (d}aru>riyat), kebutuhan 
sekunder, jika kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan 
tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan 
kehidupan manusia (tahsi>niyah).76 
Adapun  contoh  dari  Mas}lah}ah  yaitu  usaha  Khalifah  Abu Bakar 
mengumpulkan Al-Qur’an yang terkenal dengan jam’ul Qur’an. Pengumpulan 
Al- Qur’an ini tidak disinggung sedikit pun oleh syara’, tidak ada nas yang 
memerintahkan dan tidak ada nas yang melarangnya. Setelah terjadi 
peperangan Yamamah banyak para penghafal Al-Qur’an yang mati syahid 
(kurang lebih 70 orang). Umar Bin Khatab melihat kemaslahatan yang sangat 
besar pengumpulan Al-Qur’an itu, bahkan menyangkut kepentingan agama 
                                                          
75 Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad Antara Teks ..., hlm. 104-111. 
76 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 
hlm. 1040. 
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(d}aru>ri). Seandainya tidak dikumpulkan, dikhawatirkan Al-Qur’an akan hilang 
dari permukaan dunia nanti. Karena itu Khalifah Abu Bakar menerima anjuran 
Umar dan melaksanakannya.77 
Contoh   yang   ada   pada  masa  kini   yaitu   pengadaan   perpustakaan, 
pengaspalan jalan, pengaturan administrasi, pembuatan rambu-rambu lalu 
lintas untuk menjaga keselamatan jiwa.78 
                                                          
77 Ahmad Sanusi dan Sobari, Ushul Fiqh ..., hlm. 79-80. 
78 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Grup, 2012), hlm. 477. 
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BAB III 
DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN DESKRIPSI 
PUTUSAN NOMOR 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi 
A. Profil Pengadilan Agama Boyolali1 
1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali2 
Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kota Semarang 
dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis Kabupaten Boyolali 
berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi dan berada pada titik 
koordinat 7° 28' Lintang Selatan dan garis bujur 107° 48’ Bujur Timur, yang 
terdiri dari 19 kecamatan dan 150 desa/kelurahan dengan luas wilayah 1.015 
Km. Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai dengan tahun 
1955 adalah Ky.Djamaluddin. Kantor Pengadilan Agama Boyolali pada 
awalnya menempati gedung Departemen Agama (baca Kementerian 
Agama)  yang terletak di Jalan Pandanaran No 67 Boyolali. Perkara yang 
ditangani oleh Pengadilan Agama Boyolali masih sedikit karena  masih banyak 
perceraian (Cerai Talak) yang dijatuhkan oleh suami tidak dilakukan di 
mukapersidangan Pengadilan Agama Boyolali, namun setelah 
lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
berlaku secara efektif, 
                                                          
1 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Profil 
Pengadilan. 
2 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Wilayah 
Yurisdiksdi Pengadilan Agama Boyolali. 
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dan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tugas-
tugas Pengadilan Agama menjadi semakin bertambah, perkara-perkara 
perkawinan diatur dengan jelas, sehingga volume perkara yang diterima 
di  Pengadilan Agama Boyolali meningkat. 
Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali yang dupimpin oleh Drs. 
Ahmad Slamet (Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1974-1980) telah 
memiliki gedung tersendiri seluas  348 m², yang terletak  di Jl. Printis 
Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas tanah seluas  546 m²  dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Boyolali / tanah hak milik Negara  dengan status hak pakai 
sebagaimana tersebut dalam seftifikat Hak Pakai  Nomor : 12 tahun 1987. 
Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan di bawah lembaga 
Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama mengalami kemajuan 
yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
Drs.H.Syadzali Musthofa,SH (Tahun 2003-2007)  Pengadilan Agama Boyolali 
tidak terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk 
meningkatkan citra Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari 
segi  sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), 
Dan  berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 
42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian ditindak 
lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Gedung lama 
Pengadilan Negeri Boyolali  yang terletak  di Jalan Pandanaran  No. 167 
Boyolali kepada  Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007. 
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Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan 
Negeri Boyolali tersebut direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 saat 
itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah Drs.H.Noor 
Salim, SH., MH. Dan secara resmi Pengadilan Agama Boyolali 
berkantor  digedung tersebut sejak bulan Pebruari 2008 sampai sekarang.3 
2. Ketua Pengadilan Agama  
Sejak terbentuk Pengadilan Agama Boyolali tahun 1937, Penghulu 
/Ketua Pengadilan Agama Boyolali telah beberapa kali berganti, namun nama-
nama Ketua Pengadilan Agama sebelum  tahun 1949 tidak dapat di temukan 
walaupun telah berusaha dengan mengunjungi informan dan mencari di 
beberapa literatur. Dan untuk Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 
1949 sampai sekarang nama Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
serta  periodenya  seperti tersebut dibawah ini:4 
No. Nama Ketua / Alamat Masa Jabatan 
1.  Ky. Djamaluddin 
Alamat: ,Timur Pondok Jamsaren Kota 
Surakarta 
Tahun 1949-1955 
2.  Pujo Taruno 
Alamat : Kota Surakarta, Yayasan Yatim Piatu 
Kleco belakang Musallah Jamsaren 
Tahun 1955-1962 
3.  Dirjo Sukarso Tahun 1962-1974 
                                                          
3 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Wilayah 
Yurisdiksdi Pengadilan Agama Boyolali. 
4 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali. 
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Alamat : Dukuh Jetis RT 06/01, Kragilan 
Mojosongan, Kabupaten Boyolali. 
4.  Drs. Achmad Slamet 
Alamat : Kampung Nonongan, Kelurahan 
Singosaren Kecamatan/ Kota Surakarta 
Tahun 1974-1980 
5.  Drs. A. Barizi 
Alamat : Dekat Perumahan Gergunung, 
Kecamatan/ Kabupaten Klaten (Gor Klaten ke 
arah Jatinom ke barat) 
Tahun 1980-1984 
6.  Drs. H. Muzamil, SH 
Alamat : Kampung/ Kelurahan Baluwarti, 
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 
Tahun 1985-1997 
7.  Drs. H. Ali Muchson, M.Hum 
Alamat : Kampung/Kelurahan Klaseman 
Kecamatan/ Kota Salatiga 
Tahun 1997-2003 
8.  Drs. H. Syadzali Musthofa, SH 
Alamat : Dukuh Krenekan RT 01/05 Desa 
Klepu, Kecamatan Ceper Kab. Klaten 
Tahun 2003-2007 
9.  Drs. H. Noor Salim, SH., MH 
Alamat : Perum Bukit Asri No.20 RT.10/09 
Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat 
Kabupaten Semarang 
Tahun 2007-2010 
10.  Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH., MH., 
MSI. 
Alamat : Perum Bukit Jatisari Indah B-1 No.7 
Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota 
Semarang 
Tahun 2010-2013 
11.  H. Imam Shofwan, SH., MH. 
Alamat: Jl. Mendut gang 14, Kauman Baru, 
Banyuwangi, Jawa Timur 
Tahun 2013-2017 
12.  Drs. Syamsul Aziz, MH 
Alamat: Jl. Tambangan rt. 02 rw. 02 Desa 
Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih 
Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2017- Sekarang 
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3. Visi dan Misi5 
1. VISI 
“Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan berwibawa, transparan dan 
akuntabel yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan 
biaya ringan” 
Makna bersih adalah seluruh aparatur Peradilan Agama menjunjung tinggi 
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan konsisten yang 
diwujudkan dengan perilaku jujur, berahlak mulia, ikhlas dan terbebas dari 
perilaku negatif baik dalam kehidupan pribadi / keluarga maupun dalam 
pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. 
Berwibawa mengandung arti kekuasaan Peradilan Agama diakui dan ditaati 
serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati 
orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan 
dan daya tarik / performance. 
Transparan dan Akuntabel adalah bahwa Peradilan Agama dalam proses 
peradilan mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu Pengadilan 
menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik 
dengan penuh tanggung jawab. 
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dikandung maksud untuk 
memenuhi harapan para pencari keadilan yaitu pemeriksaan dan 
                                                          
5 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Visi dan 
Misi 
48 
 
 
 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, biaya 
perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. 
2.  MISI 
a. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
b. Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya. 
c. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia, aparatur Pengadilan 
Agama Boyolali. 
d. Melakukan Pengawasan  terhadap Teknis Yudisial dan Non Yudisial. 
e. Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan Teknologi 
Informasi. 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dari komponen-komponen 
kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi ini membentuk suatu 
bagian-bagian tugas sehingga terciptanya pembagian kerja yang baik untuk 
suatu tujuan organisasi. Pembagian ini juga mempunyai tujuan untuk 
menunjukkan alur birokrasi dalam suatu organisasi sehingga terciptanya alur 
laporan yang rapih dan baik. Dalam struktur Pengadilan Agama ialah sebagai 
berikut:6 
1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang 
wakil ketua. Ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh 
Ketua Mahkamah Agung. Kewenangan pimpinan Pengadilan Agama 
                                                          
6 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21-22. 
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adalah untuk mengadakan pengawasan atas pelaksaan semua organisasi, 
termasuk hakim. 
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 
Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 
Ketua Mahkamah Agung. 
3. Panitera/Sekretaris adalah seorang pejabat pengadilan yang bertugas 
membantu hakim untuk membuat berita acara persidangan pada saat 
sidang pemeriksaan diadakan.  
4. Juru Sita adalah pejabat yang melaksanakan pemanggilan, 
pemberitahuan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan tugas 
kejurusitaan dan menjalankan putusan. 
Gambar 1 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali7 
 
                                                          
7 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Struktur 
Organisasi Pengadilan Agama Boyolali. 
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5. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama Boyolali8 
1. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut 
perkara-perkara: 
a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infaq; 
h. Shadaqah; dan 
i. Ekonomi Syari'ah. 
Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat 
kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun 
Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini 
                                                          
8 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.30. Tugas 
Pokok dan Fungsi 
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pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan 
penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau 
menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan 
awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama 
mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) 
Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan 
keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan 
penentuan waktu shalat.Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 
tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan 
Anak menurut ketentuan hukum Islam. 
2. Fungsi 
Untuk    melaksanakan   tugas  - tugas   pokok   tersebut  Pengadilan  Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut:9 
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di 
wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 
7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; 
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh 
jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 
jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan 
                                                          
9 www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.00. Tugas 
Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Boyolali. 
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administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala 
oleh Hakim Pengawas Bidang; 
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan 
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis 
yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : 
Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006) ; 
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, 
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi 
peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum 
kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang 
Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ; 
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 
nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah 
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 
penelitian serta llain sebagainya,  seperti  diatur dalam Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ; 
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B. Deskripsi Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi 
Deskripsi putusan Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi memuat mengenai duduk 
perkara dan alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ke 
Pengadilan Agama Boyolali yang berisikan tentang identitas para pihak, posita, 
petitum, proses persidangan, pertimbangan hukum dan putusan. 
1. Identitas Para Pihak10 
Pengadilan agama Boyolali yang mengadili perkara perdata 
pada tingkat pertama dengan persidangan majelis dalam perkara 
permohonan ijin cerai talak yang diajukan oleh: 
a. Pemohon, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan 
swasta, tempat kediaman di Kabupaten Klaten. 
b. Termohon, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan 
karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupate Boyolali. 
2. Posita11 
Adapun posita pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi adalah sebagai berikut: pada tanggal 17 
oktober 2018 telah mengajukan permohonan ijin untuk menceraikan 
termohon kepada Pengadilan Agama Boyolali dan selanjutnya telah 
terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 17 
Oktober 2019 Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi yang pada pokoknya 
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
                                                          
10 Putusan pengadilan agama boyolali nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
11 Ibid. 
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Pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan 
pada hari Jum’at 17 oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, 
Kabupaten Boyolali, berdasarkan duplikat Kutiapan Akta 
Nikah Nomor XX tertanggal 17 Oktober 2009. Setelah 
berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon 
bersama-sama tinggal di kediaman orang tua termohon di 
Gantiwarno, RT 04 RW 01 Glonggong, Nogosari, Boyolali. 
Pada awalnya kondisi rumah tangga pemohon dan termohon 
cukup harmonis dan baik-baik saja, meskipun ada persoalan 
dapat diselesaikan dengn baik. Setelah 2 (dua) tahun dari 
pernikahan, tepatnya bulan Juni tahun 2011, pemohon kerja 
di Cibinong dan termohon tetap tinggal di kediaman orang 
tuanya. Selama pernikahan antara pemohon dan termohon 
belum dikaruniai keturunan. 
Setelah 2 (dua) tahun dari pemohon kerja di 
cibinong, tepatnya bulan september tahun 2013 termohon 
ikut ke cibinong dan tinggal satu kontakan dengan pemohon. 
Persoalan rumah tangga mulai timbul sekitar bulan maret 
tahun 2014 yaitu ketika termohon telah berubah perilakunya 
dikarenakan: 
1) Sering terjadi pertengkaran karena tidak ada 
kejujuran dan tidak ada keterbukaan. 
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2) Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon 
kalau ditegur sering marah-marah tidak jelas. 
3) Termohon sering meminjam uang dan mengambil 
barang-barang kreditan tanpa seizin pemohon, yang 
pada akhirnya pemohnlah yang disuruh untuk 
menanggungnya. 
Sampai permohonan cerai talak ini diajukan tidak pernah 
mau menemui pemohon dan sekarang termohon pulang ke 
rumah orang tuanya. Pemohon dengan termohon sudah 
berusaha melakukan perdamaian untuk membina rumah 
tangga kembali, tetapi tidak bisa karena termohon tidak mau 
lagi diajak komunikasi, kemudian termohon 
mempersilahkan pemohon untuk mengajukan permohonan 
cerai talak. Sejak sebelum puasa sekira bulan mei 2018 
sampai gugatan ini didaftarkan termohon sudah pisah 
ranjang dan tidak tinggal serumah lagi. Dari pihak keluarga 
sudah berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon 
namun tidak berhasil, termohon tetap bersikukuh untuk 
bercerai meminta pemohon untuk mengajukan permohonan 
cerai.  
Atas dasar uraian diatas permohonan pemohon telah 
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalan 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah 
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No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 
116. 
3. Petitum12 
Bahwa untuk keperluan tersebut, pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali memeriksa dan mengadili perkara ini, 
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 
a. Primair 
1) Mengabulkan permohonan pemohon. 
2) Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 
satu raj’i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan 
Agama Boyolali. 
3) Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Boyolali 
untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Nogosari, Boyolali untuk dicatatkan 
dalam buku register. 
4) Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.  
b. Subsidair 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan 
putusan yang seadil-adilnya. 
Dapat disimpulkan bahwa isi dari petitum adalah pihak 
pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan 
pemohon, memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan 
                                                          
12 Putusan pengadilan agama boyolali nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
57 
 
 
 
talak satu raj’i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan 
Agama Boyolali, memohon kepada panitera Pengadilan Agama 
Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Nogosari untuk dicatatkan dalam buku register, 
membebankan biaya perkara menurut hukum dan memohon apabila 
Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang 
seadil-adilnya. 
4. Proses Persidangan dan Tahap Pemeriksaan Perkara13 
Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan 
termohon datag menghadap persidangan. Majelis Hakim juga telah 
mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, 
selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap 
dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan pemohon tersebut, 
termohon tidak memberikan jawaban karena setelah sidang tanggal 
10 Desember 2018 tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 
secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan. 
Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya 
pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: 
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX tanggal 
11-09-2012 yang bermaterai cukup dan telah sesuai 
dengan aslinya (Bukti P.1) 
                                                          
13 Putusan pengadilan agama boyolali nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
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2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor 
XX tanggal 17 Oktober 2009, yang bermaterai cukup 
dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) 
Setelah dicocokkan bukti P.1 dan P.2 bematerai cukup dan 
sesuai dengan aslinya. Kemudian untuk meneguhkan dalil 
permohonannya pemohon menghadirkan keluarganya untuk 
didengar keteranganya sebagai saksi, yaitu: 
1) Nama SAKSI 1, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan 
buruh, tempat tinggal di kabupaten sukoharjo, yang 
memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut: 
Saksi kenal baik dengan pemohon dan termohon 
karena sebagai tetangga pemohon. pemohon dan termohon 
adalah suami-isteri  yang menikah tahun 2009 lalu, setelah 
menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah 
orang tua termohon dan dalam pernikahan mereka belum 
mempunyai anak. Pada awalnya rumah tangga pemohon dan 
termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dikarenakan termohon sering keluar rumah 
tanpa izin pemohon bila ditegur marah-marah, termohon 
tidak terbuka, termohon sering meminjam uang dan 
mengambil barang-barang kreditan tanpa izin pemohon, 
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kemudian sejak bulan Mei 2018 termohon pulang ke rumah 
orang tua termohon, sehingga mengakibatkan hidup pisah-
pisah. 
Selama 9 bulan pemohon dan termohon telah hidup 
berpisah dan tidak pernah komunikasi. saksi sudah berusaha 
mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil 
dan tidak sanggup lagi mendamaikannya. 
2) Nama SAKSI 2, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan 
PNS, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, yang memberikan 
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 
Saksi kenal baik dengan pemohon dan termohon 
karena sebagai tetangga pemohon. pemohon dan termohon 
adalah suami-isteri  yang menikah tahun 2009 lalu, setelah 
menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah 
orang tua termohon dan dalam pernikahan mereka belum 
mempunyai anak. Pada awalnya rumah tangga pemohon dan 
termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dikarenakan termohon sering keluar rumah 
tanpa izin pemohon bila ditegur marah-marah, termohon 
tidak terbuka, termohon sering meminjam uang dan 
mengambil barang-barang kreditan tanpa izin pemohon, 
kemudian sejak bulan Mei 2018 termohon pulang ke rumah 
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orang tua termohon, sehingga mengakibatkan hidup pisah-
pisah. 
Selama 9 bulan pemohon dan termohon telah hidup 
berpisah dan tidak pernah komunikasi. saksi sudah berusaha 
mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil 
dan tidak sanggup lagi mendamaikannya.Bahwa selanjutnya 
pemohon dan termohon menyatakan menerima keterangan 
saksi tersebut. 
Selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan cukup dan 
mohon Pengadilan Agama Boyolali segera menjatuhkan putusan. 
5. Tentang Pertimbangan Hukum14 
Dalam pertimbangan hukum ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa setelah mendengar keterangan dari pemohon dan termohon, 
juga setelah mendengarkan kesaksian saksi dalam persidangan, 
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah 
terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi 
alasan perceraian. Karena dalam perceraian ini adalah atas 
kehendak suami (pemohon) maka sesuai Peraturan yang berlaku, 
maka pemohon berkewajiban memberi kepada termohon mut’ah, 
nafkah, maskan, dan kiswah selama masa ‘iddah. Sesuai dengan 
pekerjaan pemohon, maka besarnya nafkah ‘iddah sebesar Rp. 
                                                          
14 Putusan pengadilan agama boyolali nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
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6.000.000,- dan mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,-. Dan semua biaya 
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. 
6.  Putusan15 
Dalam agenda persidangan yang terakhir adalah pembacaan putusan 
yang mana dalam hal ini pengadilan mengingat dan memperhatikan 
segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ 
tentang perkara dalam persidangan, mengadili: 
a. Mengabulkan permohonan pemohon. 
b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu 
raj’i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama 
Boyolali. 
c. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon 
berupa: 
1) Mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah). 
2) Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta 
rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai 
pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. 
d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya 
perkara ini sejumlah Rp. 707.000,- (tujuh ratus tujuh ribu 
rupiah). 
                                                          
15 Putusan pengadilan agama boyolali nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi. 
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Kesimpulan dari isi putusan diatas adalah Majelis Hakim 
mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin pemohon untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon di hadapan sidang 
Pengadilan Agam Boyolali, menghukum pemohon untuk membayar 
kepada termohon nafkah ‘iddah sebesar Rp 6.000.000,- dan mut’ah 
sebesar Rp. 10.000.000,- yang dibayarkan langsung dan tunai pada 
saat sidang ikrar talak dilaksanakan, dan membebankan biaya 
perkara sebesar Rp. 707.000,- kepada pemohon. 
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Menentukan 
Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah 
Adapun dasar hukum yang digunakan hakim di pengadilan agama boyolali 
dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah adalah sebagai berikut:16 
1. Al-Qur’an Surat At Talak ayat 7 
 ةَعَس وُذ ۡقِفنُِيلن ِم  ِهِتَعَس  مِم ۡقِفنُي
ۡ
ل َف ۥُُهقِۡزر ِهۡيَلَع َرِدُق نَمَو ۖۦ  ُ ِلَُلك َا  
 
ُه للل ُهَُهىََا ءآ 
 رۡسُع َدۡع َب ُه للل ُلَعۡجَيَس  آ َه ُ َهىََا ءآ َم  ا ِإ آ ًسۡف َن ُه للل ُك ۡس َر ٧  
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan”17 
 
                                                          
16 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Furqon, 2010), hlm. 
559. 
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2. Al-Qur’an Surat At Baqarah ayat 236 
 َح ِۖفوُرۡعَم
ۡ
لِٱب آ ََۢع َُتَم ۥُُهرَدَق ِرِتۡقُم
ۡ
لل ىَلَعَو ۥُُهرَدَق ِعِسوُم
ۡ
لل ىَلَع  نُهوُع ِتَمَو ىَلَع آ اق
 َنيِنِسۡحُم
ۡ
لل ٦٣٢  
Artinya: “...dan hendaklah kamu berikan suatu mut´ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 
(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan”18 
 
Alasan menggunakan ayat ini adalah bahwa di Pengadilan 
Agama Boyolali harus mengedepankan agamanya, sehingga 
dalam putusan-putusan hakim salah satu dasar pertimbangannya 
adalah ayat Al-Qur’an. Ayat tersebut sesuai dengan maksud dan 
tujuan pemberian nafkah ‘iddah  maupun mut’ah itu sendiri 
bahwa pemberiannya harus sesuai dengan kemampuan.19 
3. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan20 
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri” 
                                                          
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Furqon, 2010), hlm. 
hlm. 30. 
19 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
20 Ibid. 
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4. Pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Tahun 
197521 
“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 
penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: 
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak. 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau 
barang-barang yang menjadi hak istri.” 
5. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam22 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
wajib: 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada istri, baik berupa 
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-
dukhul. 
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri 
selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 
ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan 
separuhnya apabila qabla ad-dukhul. 
                                                          
21 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
22 Ibid. 
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d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami memberikan 
mut’ah yang layak, kelayakan itu bersifat relatif sehingga 
yang menentukan adalah hakim dengan ijtihadnya. 
Layaknya mut’ah harus memenuhi rasa kepatutan dan 
keadilan bagi suami maupun istri, terutama bagi isteri. 
Mut’ah bukan semata-mata tuntutan istri kepada 
suami, namun mut’ah merupakan hadiah suami kepada istri 
yang diceraikannya. Dikarenakan ada dalam peraturan 
sehungga hakim dapat menentukan jumlahnya karena 
jabatannya (hak ex officio)23 
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman 
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama24 
“Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah secara Ex officio 
dapat menentukan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk 
istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan 
menetapkan kewajiban mut’ah”. 
                                                          
23 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
24 Ibid. 
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Pada dasarnya hakim tidak boleh memutus yang tidak di minta, akan tetapi 
seorang hakim mempunya hak ex officio yang dipergunakan dalam perkara 
cerai talak yang terkait dengan akibatnya dalam pemberian nafkah iddah, 
nafkah anak, dan mut’ah selama istri tidak nusyuz. Dalam peradilan agama ada 
aturan khusus mengenai hak ex officio yang bisa digunakan hakim dalam 
memutus suatu perkara untuk memenuhi rasa keadilan kepada istri 
dipertimbangkan dengan kemampuan suami dalam menetapkan jumlah nafkah 
kepada istri. Pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan 
kewajiban seorang suami sepanjang istri tidak nusyuz.25 
Dasar hukum hak ex officio, yaitu:26 
1. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas suami”. 
2. Pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah tahun 1975 
yang berbunyi: selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat: 
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 
dan pendidikan anak. 
                                                          
25 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
26 Ibid. 
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c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 
barang-barang yang mejadi hak suami atau barang-barang yang 
menjadi hal istri. 
3. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada istri, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul. 
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri 
selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 
ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan 
separuhnya apabila qabla ad-dukhul. 
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 
Jika perceraian terjadi dalam keadaan qabla ad-dukhul, maka mas kawin 
bisa diminta kembali oleh suami. Suami tidak wajib memberikan mut’ah bagi 
istri yang diceraikan sebelum digauli. Hakim tidak boleh memkasa suami untuk 
memberikan mut’ah. Namun, tidak menjadi masalah apabila suami ingin 
memberikan mut’ah secara sukarela kepada istri.27 
Jika sudah terjadi ikrar talak, nafkah iddah maupun mut’ah belum mampu 
dibayar oleh suami, maka istri berhak mengajukan permohonan eksekusi ke 
                                                          
27 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
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Pengadilan Agama. Kemudian pengadilan agama akan mengeksekusi harta-
harta yang dimiliki oleh suami baik harta bergerak maupun harta tidak 
bergerak, baik harta yang dikuasai oleh dirinya maupun digunakan oleh orang 
lain namun masih dalam penguasaanya. Harta benda tersebut akan dilelang dan 
hasil lelang akan diberikan kepada istri sesuai dengan jumlah yang telah 
diputuskan.  
Faktor faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan 
kadar nafkah iddah dan mut’ah diantaranya:28 
a. Lamanya usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan 
kadar nafkah iddah dan mut’ah. 
b. Fakta di persidangan, apabila tidak ada indikasi istri nusyuz hakim boleh 
menggunakan hak ex officio nya. 
c. Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, jika 
dalam penilaian hakim kesalahan banyak dilakukan oleh suami, besar 
kemungkinan mut’ah akan menjadi lebih besar. 
d. Kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatn antara pemohon dan 
termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah iddah dan 
mut’ah sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan keputusan. 
e. Melihat kemampuan suami, adanya kemampuan suami untuk 
membayarkan nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri dengan 
melihat latar belakang pekerjaan nya dan gaji yang diterima. 
                                                          
28 I. Nurul Wasik, Hakim PA Boyolali, Wawancara Pribadi, 11 September 2019, pukul 
08.00-09.00 WIB. 
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BAB IV 
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN 
NAFKAH ‘IDDAH  DAN MUT’AH  KEPADA ISTRI PASCA 
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 1530/PDT.G/2018/PA.BI 
DAN TINJAUAN MAS}LAH}AH  DALAM PERTIMBANGAN HAKIM 
 
A. Pertimbangan Hakim tentang Ketentuan Pemberian Nafkah ‘Iddah 
dan Mut’ah  Kepada Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor: 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi 
Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang 
memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan 
peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai 
kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara 
yang dibuat. Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (juris curia 
novit).1 
Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta 
berpatokan kepada Al-Qur’an dan Hadis. Tidak hanya itu hakim juga dalam 
memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta 
atau bukti yang ada di persidangan.2
                                                          
1 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 
169. 
2 Ibid. 
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Dalam beberapa perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan 
yang mengabulkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan 
ikrar talak disertai dengan menghukum membebankan kepada pemohon 
(suami) untuk membayar kepada termohon (istri) berupa sejumlah harta 
berupa mut’ah, nafkah iddah dan atau nafkah lain yang terkait dengan 
kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya. 
Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 
diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yan terbuka 
untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 
antara pihak yang berperkara.3 Selain itu menurut Abdul Manan,4 putusan 
adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi 
wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa 
antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang teruka 
untuk umum. 
Putusan merupakan mahkota hakim, yang dapat memberikan 
keadilan bagi pencari keadilan, akan tetapi keadilan saja tidak cukup, karena 
sebuah putusan juga harus memuat unsur kepastian hukum, dan juga adanya 
kemanfaatan. Jika ternyata putusan justru menimbulkan masalah baru maka 
putusan tersebut tidak memberikan sebuah arti kepastian hukum apalagi 
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, meskipun dahaga akan 
                                                          
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 
hlm. 175. 
4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 292. 
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keadilan tidak selalu bisa dihilangkan. Masyarakat hanya mengharapkan 
bahwa pelaksanaan hukum adalah untuk manusia, maka dalam 
melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat, demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai 
keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa 
keadilan bagi masyarakat, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat 
subyektif dan individualistis. 
Dalam putusan perkara Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi 
menyebutkan bahwa Majelis menghukum pemohon untuk membayar 
kepada termohon nafkah ‘iddah sebesar Rp 6.000.000,- dan mut’ah sebesar 
Rp. 10.000.000,- yang dibayarkan langsung dan tunai pada saat sidang ikrar 
talak dilaksanakan. Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan 
Agama Boyolali dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur’an Surat At Talak ayat 7 
 ةَعَس وُذ ۡقِفنُِيلن ِم  ِهِتَعَس  مِم ۡقِفنُي
ۡ
ل َف ۥُُهقِۡزر ِهۡيَلَع َرِدُق نَمَو ۖۦ  ُ ِلَُلك َا  
 
ُه للل ُهَُهىََا ءآ 
 رۡسُع َدۡع َب ُه للل ُلَعۡجَيَس  آ َه ُ َهىََا ءآ َم  ا ِإ آ ًسۡف َن ُه للل ُك ۡس َر ٧  
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan”5 
 
                                                          
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Furqon, 2010), hlm. 
559. 
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2. Al-Qur’an Surat At Baqarah ayat 236 
 َح ِۖفوُرۡعَم
ۡ
لِٱب آ ََۢع َُتَم ۥُُهرَدَق ِرِتۡقُم
ۡ
لل ىَلَعَو ۥُُهرَدَق ِعِسوُم
ۡ
لل ىَلَع  نُهوُع ِتَمَو ىَلَع آ اق
 َنيِنِسۡحُم
ۡ
لل ٦٣٢  
Artinya: “...dan hendaklah kamu berikan suatu mut´ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 
(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan”6 
 
Alasan menggunakan ayat ini adalah bahwa di Pengadilan 
Agama Boyolali harus mengedepankan agamanya, sehingga 
dalam putusan-putusan hakim salah satu dasar pertimbangannya 
adalah ayat Al-Qur’an. Ayat tersebut sesuai dengan maksud dan 
tujuan pemberian nafkah ‘iddah  maupun mut’ah itu sendiri 
bahwa pemberiannya harus sesuai dengan kemampuan. 
3. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan 
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri” 
4. Pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Tahun 
1975 
                                                          
6 Ibid, hlm. 30. 
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“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 
penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: 
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak. 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau 
barang-barang yang menjadi hak istri.” 
5. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam  
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
wajib: 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada istri, baik berupa 
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-
dukhul. 
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri 
selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 
ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan 
separuhnya apabila qabla ad-dukhul. 
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 
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6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman 
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 
“Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah secara Ex officio 
dapat menentukan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk 
istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan 
menetapkan kewajiban mut’ah”. 
Pertimbangan penetapan biaya nafkah ‘iddah dan mut’ah 
dibayarkan langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak merupakan 
kebijakan Majelis Hakim dalam menegakkan hukum, memperjuangkan dan 
melindungi hak nafkah termohon (istri) setelah perceraian. 
Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak luput dari 
kaidah dan tujuan hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban 
dan kesejahteraan. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperjuangkan 
keadilan dan kesejahteraan bagi istri pasca perceraian. Hal ini juga sesuai 
dengan salah satu tujuan hukum, yaitu semata-mata mengedepankan 
keadilan yang berdasar pada “Ilustitia est constans et perpetua ius suum 
cuique tribuere” yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang 
menjadi bagian atau haknya.7 Haknya istri mendapat nafkah dari suami 
hingga masa ‘iddahnya selesai dan upaya hakim dalam menanggulangi 
                                                          
7 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2003), hlm. 22-23. 
75 
 
 
 
kecurangan suami melalui penetapan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah 
pada saat ikrar talak. 
Langkah Majelis Hakim dalam memperjuangkan nafkah istri dan 
mut’ah tidak serta merta dihukum dengan jumlah yang ditetentukan, akan 
tetapi juga melihat dari segi kemampuan dan kesanggupan pihak suami 
untuk membayar, sehingga tidak ada alasan tidak mampu sedangkan pihak 
yang dibebankan membayar sanggup dan menyetujui dan yang menerima 
juga ikhlas tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan sehingga mencapai 
kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. 
Dalam pratiknya, di Pengadilan Agama penetapan kadar nafkah 
‘iddah dan mut’ah ini dilakukan dengan cara musyawarah majelis. Antar 
Hakim ini bermusyawarah untuk menentukan berapa ukuran nafkah ‘iddah 
dan mut’ah yang layak yaitu dengan melihat beberapa faktor yang menjadi 
pertimbangan. Ukuran tersebut harus dapat menyenangkan hati istri dan 
tidak memberatkan bagi suami dengan kata lain menjadi penengah untuk 
kedua pihak. Pada perkara cerai talak, posisi istri adalah kaum lemah dan 
harus dilindungi. Oleh karena itu, pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah 
dalam rangka melindungi hak-hak kaum wanita setelah terjadinya 
perceraian. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perkawinan dan 
KHI yaitu dalam rangka mengangkat derajat kaum wanita. 
Penyerahan nafkah ‘iddah dan mut’ah dilakukan saar sidang ikrar 
talak. Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim mengingatkan suami agar 
harta benda nafkah ‘iddah dan mut’ah sesuai putusan Majelis Hakim dibawa 
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pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Ketika pada hari sidang ikrar talak 
dilaksanakan, pihak suami belum membawa harta benda untuk istri sesuai 
putusan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan menunda sidang ikrar 
talak sampai suami mampu memenuhi kewajibannya tersebut. Hal ini 
merupakan upaya Pengadilan agar hak-hak kaum wanita terjamin. 
Faktor faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menentukan kadar nafkah iddah dan mut’ah diantaranya: 
a. Lamanya usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam 
menentukan kadar nafkah iddah dan mut’ah. 
b. Fakta di persidangan, apabila tidak ada indikasi istri nusyuz hakim 
boleh menggunakan hak ex officio nya. 
c. Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, jika 
dalam penilaian hakim kesalahan banyak dilakukan oleh suami, besar 
kemungkinan mut’ah akan menjadi lebih besar. 
d. Kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatn antara pemohon 
dan termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah iddah 
dan mut’ah sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan 
keputusan. 
e. Melihat kemampuan suami, adanya kemampuan suami untuk 
membayarkan nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri dengan 
melihat latar belakang pekerjaan nya dan gaji yang diterima. 
77 
 
 
 
B. Tinjauan Teori Mas}lah}ah dalam Pertimbangan Hakim Tentang 
Ketentuan Pemberian Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah di dalam 
Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi  
Pertimbangan hakim dalam memberikan ketentuan kadar nafkah 
‘iddah dan mut’ah di dalam perkara nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi telah 
mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang mungkin terjadi. 
Sebagaimana syarat dalam mengambil hukum dengan cara mas}lah}ah  yakni: 
1. Mas}lah}ah haruslah sesuai dengan maksud syar’i dalam 
pensyariatan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat 
dan juga tidak sampai bertentangan dengan nas atau dalil-dalil 
yang qat’i. 
Dalam  pertimbangan dan hasil putusan perkara nomor 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi sesuai dan tidak betolak belakang 
dengan dalil qat’i. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur’an At 
Talak ayat 1: 
اَه ُّ ي
َ
أ َٰٓ َي ٱ ُّ ِيبَ نل  ُّمُّتۡق
َ  
لَط اَِذإٱ َءَٰٓ اَِس نل  
ْ
او ُّصۡح
َ
أَو َ نِِهت َ دِِعل َ ن ُّهو ُِّق
 
لَطَفٱ  َة َ  ِدع
ۡ
ل 
 َوٱ 
ْ
او ُّقَ ت ٱ َ َ  لل  ن
َ
أ َٰٓ ا
َ  
ِلإ َنۡجُّرَۡخي َالَو َ نِِهتوُّيُّب ۢنِم َ ن ُّهو ُِّجرۡخُّت َال  ۡم ُّكَ بَر
 ُّد ُّح َك
ۡ
ِلتَو ٖٖۚةَِن يَب ُّ  م ٖةَشِح َِفب َنِيت
ۡ
َأي ُّدو ٱ هِ
َ  لل  َدو ُّد ُّح َ دَعَتَي نَمَوٱ ِ َ  لل 
 َظ ۡدَقَف ُّهَسۡفَن َمَل ۥه  
َ  لََعل ِيرَۡدت َالٱ َ َ  لل  اٗرۡم
َ
أ َِكل َذ َدۡعَب ُّثِدۡحُّي١  
Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 
dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah 
waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum 
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Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, 
maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 
sesudah itu sesuatu hal yang baru”8 
 
Dan juga dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 241 sebagai 
berikut: 
 ِت َق
َ  
لَط ُّم
ۡ
ِللَو  ِ ب ۢ ُّع َتَمٱ  ِفو ُّرۡعَم
ۡ
ل  يَلَع ا
ًّ قَحٱ َنيَِق ت ُّم
ۡ
ل ٦٤١  
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai 
suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”9 
  
2. Mas}lah}ah harus berupa mas}lah}ah yang rasional (masuk akal), 
oleh karena itu mas}lah}ah yang dimaksud disini adalah mas}lah}ah 
yang sudah pasti, bukan berupa mas}lah}ah yang masih diragukan 
dan muncul ketidakjelasan. 
Mas}lah}ah yang muncul dalam putusan perkara nomor 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi tentang pemberian nafkah ‘iddah dan 
mut’ah ini salah satunya dalam rangka untuk menjamin dan 
melindungi hak termohon (istri) setelah perceraian dalam 
meminimalisir kecurangan pemohon (suami). Disini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa mas}lah}ah tersebut jelas dan masuk 
akal, karena setelah perceraian pun bekas istri masih mempunyai 
hak atas bekas suami selama dalam masa ‘iddah. 
                                                          
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, (Bandung: Fokus Media), hlm 
558. 
9 Ibid., hlm 39. 
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3. Mas}lah}ah bersifat daruri, yaitu untuk memelihara salah satu hal 
berikut: memelihara agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta 
(ma>qashid asy-sya>ri’ah). 
Salah satu mas}lah}ah daruri dalam putusan perkara nomor 
1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi adalah mengenai upaya untuk 
memlihara jiwa termohon (istri) pasca perceraian, dengan alasan 
dengan masih adanya kewajiban untuk menjaga diri selama 
masa ‘iddah dikhawirkan akan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan bila dalam masa ‘iddah tersebut tidak ada nafkah 
untuk termohon (istri).  
Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Hafidh dalam 
bukunya Meretas Nalar Syariah, pada prinsipnya yang dimaksud dengan 
mas}lah}ah adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat dan mencegah 
madarat. Meraih manfaat merupakan tujuan kemaslahatan dalam meraih 
maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan mas}lah}ah adalah 
memelihara ma>qashid asy-sya>ri’ah. Sementara yang dimaksudkan dengan 
menjaga ma>qashid asy-sya>ri’ah  adalah memelihara al-mabadi’ al-khamsah, 
yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.10 
Adapun kemaslahatan dalam rangka menjaga tujuan syara’ di dalam 
pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 
1530/Pdt.G/2018/PA.Bi sebagai berikut: 
1. Menjaga jiwa (hifz} nafs) 
                                                          
10 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syari’ah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 178. 
80 
 
 
 
Dari segi maslahat, pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah 
dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadaratan 
setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya 
pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah bagi bekas istri akan 
menimbulkan kemaslahatan bagi bekas istri tersebut jika tidak 
mencari nafkah sendiri dan juga mendapat kemudahan kepada 
bekas istri tersebut, maka dari itu suami wajib memberikan 
nafkah selama masa ‘iddah. 
Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang 
wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak 
di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma 
dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari’at 
nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut 
berlanjut dengan kewajiban orang tua megurus anak tersebut 
sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah 
bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah 
maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah 
terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari 
tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. 
Terkait pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara 
nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi tujuan nafkah yaitu untuk 
kelangsungkan kehidupan termohon (istri) di kemudian hari, 
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termasuk kategori daruriyat yaitu upaya-upaya pemeliharaan 
jiwa pada bekas istri. 
Pada perkara nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi tanggung jawab 
pemohon (suami) dalam memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah 
kepada termohon (istri) bertujuan agar bekas istri terhindar dari 
kesusahan atau kesulitan dalam memperoleh kebutuhan 
jasmani. 
Melihat alasan perceraian antara pemohon (suami) dan 
termohon (istri) karena sering terjadi pertengkaran, hingga 
sampai mengakibatkan termohon pulang ke rumah orang tua 
termohon. Menurut penulis dengan adanya penetapan tentang 
nafkah ‘iddah dan mut’ah pemohon (suami) kepada termohon 
(istri), Majelis Hakim menunjukkan keadilan dalam rangka 
untuk menjaga psikis termohon (istri) terkait dengan sering 
terjadinya pertengkaran sebelum perceraian yang mungkin 
dapat berakibat ke psikis atau fisik termohon. 
Dengan tanpa adanya nafkah selama masa ‘iddah maka 
termohon (istri) akan berada dalam kondisi yang bahaya 
dikarenakan tidak adanya nafkah. 
2. Menjaga harta (hifz} ma>l) 
Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah ‘iddah dan mut’ah 
pemohon (suami) kepada termohon (istri) dapat dikatakan sudah 
memenuhi kemaslahatan termohon (istri) dalam hal memelihara 
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harta (hifz} ma>l). Ditambah dengan pembayaran nafkah ‘iddah 
dan mut’ah tersebut dilakukan pada saat sedang ikrar talak 
diucapkan, ini bertujuan untuk memastikan hak nafkah istri 
selama masa ‘iddah tetap tersampaikan walaupun sudah tidak 
dalam keadaan berkeluarga dan pemberian mut’ah dapat 
diartikan sebagai sejumlah harta penghibur bagi termohon (istri) 
dari pemohon (suami) setelah terjadinya perceraian dengan 
tujuan agar kesejahteraan ekonomi termohon (istri) setelah 
putusnya perkawinan tetap terjamin dan dapat terpenuhinya 
kebutuhan perekonomian istri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan tersebut diatas, 
maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban 
dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat 
diambil dari apa yang telah kami jabarkan diatas adalah sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Ketentuaan 
Pemberian Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Kepada Istri Pasca Perceraian 
dalam Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi dengan mendasarkan 
pada Al-Qur’an surat At Talak ayat 7, Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 
236, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41, Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 pasal 24, Kompilasi Hukum Islam 
pasal 149 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas 
dan Administrasi Peradilan Agama. Pertimbangan penetapan biaya 
nafkah ‘iddah dan mut’ah dibayarkan langsung dan tunai pada saat 
sidang ikrar talak merupakan kebijakan Majelis Hakim dalam 
menegakkan hukum, memperjuangkan dan melindungi hak nafkah 
termohon (istri) setelah perceraian. Adapun faktor-faktor lain yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah 
dan mut’ah adalah usia perkawinan, fakta di persidangan, penyebab 
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perceraian, kesepakatan suami dan istri di luar persidangan dan 
kemampuan suami. 
2. Dari segi maslahat, pertimbangan hakim dalam ketentuan pemberian 
nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam rangkaian menghindarkan 
kemungkinan kemadaratan setelah terjadinya perceraian sesuai dengan 
definisi maslahat yaitu memelihara ma>qashid asy-sya>ri’ah, dalam hal 
ini kemaslahatan yang dijaga dalam pertimbangan hakim di dalam 
putusan nomor 1530/Pdt.G/2018/Pa.Bi adalah pertama, menjaga jiwa 
(hifz} nafs), melihat alasan perceraian antara pemohon (suami) dan 
termohon (istri) karena sering terjadi pertengkaran, hingga sampai 
mengakibatkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon. 
Menurut penulis dengan adanya penetapan tentang nafkah ‘iddah dan 
mut’ah pemohon (suami) kepada termohon (istri), Majelis Hakim 
menunjukkan keadilan dalam rangka untuk menjaga psikis (jiwa) 
termohon (istri) terkait dengan sering terjadinya pertengkaran sebelum 
perceraian yang mungkin dapat berakibat ke psikis atau fisik termohon. 
Dengan tanpa adanya nafkah selama masa ‘iddah maka termohon (istri) 
akan berada dalam kondisi yang bahaya dikarenakan tidak adanya 
nafkah. Kedua, menjaga harta (hifz} ma>l), memastikan hak nafkah istri 
selama masa ‘iddah tetap tersampaikan walaupun sudah tidak dalam 
keadaan berkeluarga dan pemberian mut’ah dapat diartikan sebagai 
sejumlah harta penghibur bagi termohon (istri) dari pemohon (suami) 
setelah terjadinya perceraian dengan tujuan agar kesejahteraan ekonomi 
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termohon (istri) setelah putusnya perkawinan tetap terjamin dan dapat 
terpenuhinya kebutuhan perekonomian istri. 
B. Saran 
Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang 
penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Pembaharuan hukum Islam perlu terus dilakukan untuk menjawab 
perkembangan daya pikir manusia yang terus berkembang dan juga 
menghendaki perubahan selama tidak bertentangan dengan syari’at dan 
membawa kemaslahatan bagi manusia. 
2. Bagi  masyarakat  khususnya  umat  Islam,  diharapkan mampu untuk 
merealisasikan tujuan perkawinan, jika memang sudah dirasa tidak 
mampu untuk mempertahankan rumah tangga diharapkan untuk 
memahami konsekuensi dari putusnya perkawinan.  
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PANDUAN WAWANCARA 
1. Bagaimana pandangan bapak mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah 
kepada istri setelah perceraian ? 
2. Bagaimana ijtihad hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menentukan 
pemberian nafkah iddah dan mut’ah ? 
3. Selain dari ijtihad hakim, adakah faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam menentukan nafkah iddah dan mut’ah istri setelah perceraian ? 
4. Dalam putusan nomor 1530/pdt.g/2018/Pa.Bi, majelis hakim menghukum 
pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) nafkah iddah 
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apa dasar yang melatarbelakangi majelis 
hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan 
tersebut ? 
5. Dalam putusan nomor 1530/pdt.g/2018/Pa.Bi juga disebutkan bahwa 
pembayaran biaya nafkah iddah dan mut’ah dilakukan langsung dan tunai pada 
saat sidang ikrar talak dilaksanakan, apa dasar dan tujuan yang digunakan 
hakim dan bagaimana praktik nya ? 
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